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ABSTRAK 
 
             UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang Ketenagakerjaan yang 
didalamnya juga mengatur alih daya , dan ini dimaknai  sebagai terbukanya 
peluang  untuk sistem outsourcing.Namun di lapangan sistem outsourcing ini 
banyak menimbulkan masalah terutama masalah ketidak adilan bagi tenaga 
kerja.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem outsourcing di PT. 
Insan Madani Banyumas dan PT. Hetira Glehazz Banyumas dalam Perspektif 
Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah. 
             Penelitian ini merupakan penelitian  lapangan (field research) dengan 
menggunakan data primer dan sekunder.Data primer diperoleh dengan jalan 
wawancara, observasi perusahaan yang akan diteliti, dokumen pejabat 
pembuat komitmen, dengan Direktur, Admin Perusahaan dan pekerja di PT. 
Insan Madani Banyumas dan PT.Hetira Glehazz Banyumas. Pendekatan 
penelitian  menggunakan Yuridis Sosiologis  dan dianalisis dengan metode 
kualitatif. 
              Hasil riset menunjukan bahwa di PT. Insan Madani Banyumas dan 
PT. Hetira Glehazz   Banyumas menerapkan sistem outsourcing,  Sistem 
outsourcing di kedua PT tersebut terdapat kesamaan dalam perijinan,  
perekrutan tenaga kerja, sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja. 
Namun ada perbedaan di internal tentang pengupahan, yakni secara jelas  di 
PT. Insan Madani  dibayarkan sesuai upah dari pengguna tenaga kerja 
sedangkan di PT. Hetira Glehazz  pembayaran dari pengguna tenaga kerja 
kepada penyedia tenaga kerja dengan sistem pemborongan termasuk barang 
dan jasa. Dalam perspektif Hukum Islam   bahwa penetapan upah kaum buruh 
harus  ada campur tangan pemerintah sehingga tidak terlalu rendah,dan  
mencukupi kehidupan pekerja. Meskipun harus melihat kemampuan 
pengusaha.  Sistem Outsourcing  difahami dalam hubungan kerja yang 
melibatkan sebuah perusahaan yang telah menyewa seorang/lebih pekerja lalu 
menyewakan  kembali pekerja itu kepada perusahaan lain dengan akad ijârah. 
Hal ini sama dengan konsep ijarah dalam fiqih dan hukumnya sah, sedangkan 
untuk sistem pengupahan terjadi perbedaan  namun dua sistem pengupahan 
sama-sama diperbolehkan dasarnya adalah An taradin (sama-sama rido).Dan  
dalam rangka perlindungan tenaga kerja yang penting adalah untuk lebih 
berkeadilan untuk pekerja.  
Kata kunci: Sistem Hukum, Outsourcing, Tenaga Kerja, Hukum Ekonomi  
                       Syariah  
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ABSTRACT 
 
Law Number 13 Year 2003 regulates Manpower which also regulates outsourcing, 
and this is interpreted as opening opportunities for outsourcing systems. However, 
in the outsourcing system many problems arise, especially the problem of 
injustice for the workforce. The purpose of this study is to find out the 
outsourcing system at PT. Insan Madani Banyumas and PT. Hetira Glehazz 
Banyumas in the Perspective of Labor Law and Sharia Economic Law. 
             This research is a field research using primary and secondary data. 
Primary data is obtained by interview, observation of the company to be 
investigated, official documents making commitment, with the Director, 
Company Admin and workers at PT. Insan Madani Banyumas and PT.Hetira 
Glehazz Banyumas. The research approach uses Sosioogis juridical and analyzed 
with qualitative methods. 
              Research results show that at PT. Insan Madani Banyumas and PT. 
Hetira Glehazz Banyumas implements an outsourcing system. The outsourcing 
system in the two PTs has similarities in licensing, labor recruitment, wage 
systems and labor protection. But there are internal differences about wages, 
which is clearly in PT. Insan Madani is paid according to wages from labor users 
while at PT. Hetira Glehazz payments from labor users to labor providers with 
chartering systems including goods and services. In the perspective of Islamic law 
that the stipulation of laborers' wages has been intervened by the government so 
that it is not too low, and sufficient for the lives of workers. Although you must 
look at the ability of entrepreneurs. Outsourcing system is understood in a work 
relationship that involves a company that has hired one / more workers and then 
rents the worker back to another company with a diploma agreement. This is the 
same as the concept of ijarah in jurisprudence and the law is valid, whereas for 
wage systems there are differences but two wage systems are basically permitted 
An taradin (both rido). And in the context of protecting labor, it is important to be 
more just for the worker. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah. 
Perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi telah berjalan  
begitu cepat, hal ini berdampak pada persaingan yang berlangsung sangat 
ketat menuntut perusahaan untuk mengutamakan tuntutan pasar yang 
menghendaki kecepatan dan respon yang fleksibel terhadap tuntutan 
pelanggan.  Respon yang cepat terhadap tuntutan pasar dan pelanggan ini 
dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh 
karena itu, belakangan ini perusahaan mementingkan hal-hal yang 
mempercepat proses demi efisiensi dan efektifitas perusahaan. Salah satu cara 
adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui 
jasa pemborongan atau penyedia jasa pekerja/ buruh atau dikenal dengan 
istilah outsourcing.
1
 
Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan 
harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktifitas penciptaan produk 
dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya.
2
 
Dalam iklim persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan 
berusaha untuk efisiensi biaya pruduk (cost of production), salah satu 
solusinya adalah dengan sistem outsourcing, dimana dengan sistem ini 
perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya 
manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.
3
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Evi Rosmanasari ,Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing 
PT.INKAINDO   (Persero) UP VI Balongan  sumber http://Core.ac.uk/download/pdf/11717014. 
Abstraksi Tesis UNDIP, 2008. 
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Pan Mohammad Faiz, Outsourcing (Alih Daya) Dan Pengelolaan  Tenaga Kerja Pada 
Perusahaan (Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan)  Posting Internet 19 Mei 2007. /Jurnalhukum. 
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Pan Mohammad Faiz. Outsourcing (Alih Daya) Dan Pengelolaan  Tenaga Kerja Pada 
Perusahaan (Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan) 
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Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) tersebut, 
maka perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja memanfaatkan lembaga 
outsourcing untuk merekrut para buruh atau tenaga kerja outsourcing. 
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
membawa banyak perubahan di dalam hubungan perburuhan. Salah satu 
perubahan yang cukup penting adalah diizinkannya praktek outsourcing,  
yaitu penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain atau menggunakan 
buruh yang disediakan pihak lain, penyedia jasa tenaga kerja . 
Pasal 64 Undang-Undang No 13 Tahun 2003  menerangkan bahwa, 
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan 
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa 
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. 
Dalam Pasal 66 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa 
pekerja/buruh dari perusahaan penyedia tenaga kerja/buruh tidak boleh 
digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau 
kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi kecuali untuk 
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung 
dengan proses produksi.  
Untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, Pasal 65 ayat 
(4) Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa perlindungan 
kerja  dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan outsourcing 
sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja 
pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Dalam hal pengupahan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
menjelaskan dalam pasal 88 sebagai berikut : 
( 1 ) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
( 2 ) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah 
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 
3 
 
 
Bahwa Outsourcing ( Alih Daya ) dalam hukum ketenagakerjaan di 
Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa tenaga 
kerja , pengaturan hukum outsoucing (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam 
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (pasal 64, pasal 65, 
pasal 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 
Indonesia No. Kep. 101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan 
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004). Pengaturan 
tentang outsourcing (Alih Daya) ini sendiri masih dianggap pemerintah 
kurang lengkap.
4
 
Dalam Inpres No.3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim 
Investasi disebutkan bahwa outsourcing (Alih Daya) sebagai salah satu faktor 
yang harus diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke 
Indonesia.Bentuk keseriusan pemerintah Indonesia tersebut dengan 
menugaskan menteri tenaga kerja untuk membuat draft revisi terhadap 
Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan. 
5
  
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun 2017 Tentang Struktur 
dan skala Upah Pasal 3 menerangkan : 
(1) Upah yang tercantum dalam Struktur dan Skala Upah merupakan 
upah pokok. 
 (2) Upah pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
imbalan dasar  yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh menurut 
tingkat atau jenis pekerjaan yang besarannya ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan. 
Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 2017. Pasal 7 
menerangkan : 
                                                             
4
 Chandra K,Pengertian Sistem Kerja Perusahaan Outsourcing http:// 
outsourcingjabodetabek.com/2016. 
5
 Chandra K,Pengertian-Sistem-Kerja-Perusahaan. Outsourcing http:// 
outsourcingjabodetabek.com/2016. 
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1) Struktur dan Skala Upah berlaku bagi setiap Pekerja/Buruh yang 
mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha di Perusahaan yang 
bersangkutan. 
2) Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu. 
Tenaga kerja outsourcing yang ditempatkan di perusahaan pengguna jasa 
outsourcing secara aturan kerja dan disiplin kerja harus mengikuti 
ketentuan yang berlaku di perusahaan dimana mereka ditempatkan. 
Namun demikian dalam prakteknya hak yang diperoleh buruh 
outsourcing dan fasilitas nya tidaklah setara dengan pekerja tetap yang bekerja  
berada di tempat pemberi pekerjaan.Padahal dalam bekerja mereka dituntut 
untuk melakukan hal  yang sama dengan pekerja tetap. Para pekerja 
outsourcing selalu kalah ketika menghadapi perselisihan dengan perusahaan  
pengguna jasa. Sehingga kebijakan dalam memahami hak pekerja outsourcing 
tampaknya belum terpenuhi.
6
 
Secara lugas isitilah outsourcing tidak ditemukan di dalam undang-
undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tetapi pemahaman 
masyarakat terhadapnya semakin jelas. Outsourcing dianggap sebagai pokok 
masalah perburuhan di negera ini yang melahirkan berbagai ketidakadilan, 
kesewenang-wenangan dan diskriminasi.
7
 
Menurut  Chandra Suwondo dalam buku  Outsourcing Implementasi di 
Indonesia , Outsorcing dalam bahasa Indonesia  disebut sebagai alih daya, 
pengertiannya adalah Pendelegasian operasional dan anajemen harian dari 
suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia tenaga kerja).
8
   
Ketidakpastian nasib pekerja/buruh sehubungan pekerjaan outsourcing 
tersebut, terjadi karena Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 tidak memberi 
jaminan kepastian bagi pekerja/buruh outsourcing untuk bekerja dan 
                                                             
6
Zanikhan, Praktek Outsourcing dan Perlindungan Hak-Hak Kerja, Artikel dari 
Index:php?option=com.3Zanikhan   2009. 
7
Ulil H,  Hukum dan Konsep Outsourcing dalam Fiqih, Hasil Bahtsul Masail, PB NU-
LBM, 19 November 2013       
8
 Chandra Suwondo,Outsourcing Implementasi di Indonesia ,Jakarta.Elex Media 
Komputindo, Cet II,2003.2-3 .  
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mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan 
tidak adanya jaminan bagi pekerja untuk mendapat hak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga esensi utama dari hukum 
perburuhan to protect the workers/laborers terabaikan.
9
 
Keadaan seperti ini ditambah dengan adanya kapitalis global yang 
dengan bahasa produktivitas, efisiensi dan kompetisinya mengharuskan mau 
tidak mau, agar perusahaan berkompetisi harus memiliki buruh dengan  upah 
murah.
10
 
Sementara itu tenaga  kerja (buruh) tidak mendapat perlakuan yang 
baik sebagai manusia yang bermartabat pada kegiatan proses produksi dalam   
dinamika perekonomian. Mereka hanya dipandang sebagai alat produksi yang 
hampir-hampir tak jauh berbeda dengan mesin produksi lainnya. 
Ketika para pekerja atau buruh hanya memiliki sumber pendapatan 
berupa gaji (upah), maka  kesejahteraan bergantung pada kemampuan gaji 
dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam kenyataannya, jumlah 
gaji relatif tetap, sementara  itu kebutuhan hidup selalu bertambah ( biaya 
transportasi, sakit, sekolah, tambah anak, harga barang naik, listrik, telepon,  
dan lain-lain). Hal ini menyebabkan  kualitas kesejahteraan rakyat (termasuk 
buruh) semakin rendah.  
Kondisi ini sangat ironis, disatu sisi perusahaan butuh sumber daya 
manusia (SDM) yang berkualitas dan mempunyai etos kerja yang tinggi, 
namun disisi lain mereka kurang menghargai hak-hak  para pekerja. 
Dalam hukum Islam sendiri memang belum ditemukan teori   yang 
khusus menjelaskan tentang outsourcing tersebut. Definisi outsourcing adalah 
suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan pengguna jasa dengan 
perusahaan penyedia jasa, dimana perusahaan pengguna jasa meminta kepada 
perusahaan penyedia jasa untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan 
                                                             
9
Hendra Nurmawan, Praktek Outsourcing di Indonesia, Artikel,dari /2015/09/11/Praktek 
Outsoucing di Indonesia. 
10
Anjar Priandoyo, Delapan Pertanyaan Tentang Outsourcing, sumber 
http://priandoyo.wordpress,com/2007/05/10/delapan pertanyaan tentang outsourcing, Artikel 
diakses  2007. 
6 
 
 
untuk bekerja di perusahaan pengguna jasa dengan membayar sejumlah uang 
dan upah atau gaji tetap yang proses pelaksanaanya dibayarkan oleh 
perusahaan penyedia jasa.
11
   
 Jika gambaran tentang outsourcing difahami dalam hubungan kerja 
yang melibatkan sebuah perusahaan yang telah menyewa/mengontrak seorang 
buruh lalu menyewakan/mengontrakkan kembali buruh itu kepada perusahaan 
lain. Atau dengan kata lain, manfaat tenaga kerja yang telah dimiliki tidak 
dimanfaatkan sendiri, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain dengan akad ijarah. 
Hal ini sama dengan konsep ijarah dalam fiqih dan hukumnya boleh atau 
sah
12
.Kata Ijarah merupakan derivasi dari bentuk Fi’il “ajara-ya juru ajran”. 
Ajran semakna dengan kata al-iwadh yang mempunyai arti ganti dan upah dan 
juga dapat berarti sewa atau upah.
13
 
Secara Istilah pengertian Ijarah ialah akad atas beberapa manfaat atas 
penggantian.
14
 Pengertian Ijarah menurut beberapa ulama, menurut Ulama 
Hanafiyah, adalah Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang 
diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan 
disertai imbalan.
15
  
Pengertian Ijarah menurut ulama Malikiyah ialah nama bagi akad-
akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian 
yang dapat dipindahkan.Sementara pengertian Ijarah menurut Sayyid sabiq 
adalah Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
16
 
 Sistem Outsourcing seringkali dipakai sebagai sebuah strategi 
kompetisi perusahaan untuk fokus pada  bisnisnya. Namun pada prakteknya 
outsourcing pada umumnya didorong oleh keinginan sebuah perusahaan untuk 
menekan biaya serendah-rendahnya dan mendapatkan keuntungan setinggi-
tingginya yang seringkali melanggar etika bisnis. Mayoritas perusahaan yang 
                                                             
11
 Saifudien DJ, Outsourcing Dalam Pandangan Hukum Islam, 16 Maret 2014. 
12
  Ulil H.Hukum dan Konsep Outsourcing dalam Fiqih.Jurnal NU Online.post 19 
November 2013 
13  Qamarul Huda, Fiqih Muamalah,Teras, Sukses Offset, Yogyakarta, hal  77  
14  Qamarul Huda, Fiqih Muamalah, hal 77.  
15
   Qamarul Huda, Fiqih Muamalah, hal 77.  
16 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah, hal 77.  
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ada pada saat ini memiliki dan menggunakan  outsourcing. Kecenderungan ini 
tidak hanya pada perusahaan padat karya saja, tapi juga perusahaan dengan 
teknologi tinggi seperti perusahaan telekomunikasi, perbankan dan asuransi.
17
 
     Sistem Outsourcing adakalanya  mengurangi hak-hak karyawan yang 
seharusnya dia dapatkan bila menjadi karyawan tetap. Outsourcing pada 
umumnya menutup kesempatan karyawan menjadi karyawan tetap. 
Pelaksanaan outsourcing, dalam beberapa tahun setelah terbitnya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih mengalami 
berbagai kelemahan; terutama hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi 
yang dikeluarkan Pemerintah maupun sebagai ketidakadilan dalam 
pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja.
18
 
Hubungan antara tenagakerja dan perusahaan merupakan hubungan 
timbal-balik, maka ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka, 
maka hak pihak lainnya akan terpenuhi, begitu juga sebaliknya. 
Hak dan Kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam 
suatu transaksi, Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, 
begitu pula sebaliknya kewajiban satu pihak menjadi hak bagi pihak lainnya. 
Keduanya saling berhadapan dan diakui keberadaannya dalam hukum Islam.
19
 
 Praktek pendelegasian pekerjaan oleh perusahaan saat ini cukup banyak, 
masih banyak ditemui dalam masyarakat, perusahaan outsourcing tidak 
melaksanakan kewajibannya dengan baik  kepada pekerja outsourcing, 
  Pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang 
ada, seperti pembayaran upah dibawah Upah Minimum Kabupaten, kontrak 
kerja yang tidak jelas, tidak ada kepastian kelangsungan kerja dan jaminan 
kesejahteraan, bahkan ada pekerja Outsourcing yang tidak  menerima 
Tunjangan Hari Raya (THR), upahnya tidak dibayar selama  berbulan-bulan 
oleh Perusahaan Outsourcing.Yang pada dasarnya di lapangan sistem 
                                                             
17
 Anjar Priandoyo,  Delapan Pertanyaan Tentang Outsourcing. 
18
  Lis Julianti, Perlindungan Hukum  Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia 
, Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015. 
19
 Ridwan, Fiqih Perburuhan, Grafindo Litera Media,STAIN PRESS,Purwokerto, 
2007.hal 66. 
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outsourcing ini banyak menimbulkan masalah terutama masalah ketidak 
adilan bagi tenaga kerja. 
Diberitakan bahwa sebanyak 282 Cleaning Service (CS)  di 
Universitas Jenderal Soedirman  (UNSOED) Purwokerto masih juga belum 
menerima haknya berupa gaji dari Perusahaan Outsourcing, bahkan sampai 
dengan tanggal 4 November 2018 , keterlambatan pembayaran gaji sudah 
selama tiga bulan.Salah satu karyawan outsourcing yang tidak mau 
disebutkan namanya kepada Radar Banyumas mengaku belum di bayar sejak 
Juli 2018
20
.  Keadaan seperti  ini merupakan suatu pelanggaran dari 
perusahaan outsourcing karena upah  merupakan hak dasar para pekerja tidak 
dibayarkan sebagaimana mestinya. 
Berdasarkan latar latar belakang tersebut menarik untuk menganalisis 
sistem outsourcing di PT. Insan Madani Banyumas dan PT. Hetira Glehazz 
Banyumas dilihat dalam kacamata Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga 
bagaimana sistem outsourcing ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi 
Syariah. 
  
B.  Batasan Masalah dan Perumusan Masalah 
Dalam penulisan penelitian ini, pokok masalah yang ingin di 
kemukakan adalah masalah  outsourcing, dan di batasi dalam masalah sistem 
outsourcing yang ada dalan suatu Perusahaan Outsourcing. 
1. Bagaimanakah Sistem Outsourcing di PT. Insan Madani Banyumas dan 
PT.Hetira Glehazz Banyumas ? 
2. Bagaimanakah   Sistem   Outsourcing di PT. Insan Madani Banyumas dan 
PT.Hetira Glehazz Banyumas dalam perspektif Undang-Undang 
Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah ?     
 
  
                                                             
20
Koran Radar Banyumas,Terbit hari  Selasa Kliwon, Tanggal 06 November 2018 hal 
3&9 . 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah dalam rangka: 
1. Untuk mengetahui  sistem outsourcing di PT. Insan Madani Banyumas 
dan PT.Hetira Glehazz Banyumas . 
2. Untuk mengetahui sistem outsourcing di PT. Insan Madani Banyumas dan 
PT.Hetira Glehazz Banyumas  dalam Perspektif Undang-undang 
Ketenagakerjaan dan  Hukum Ekonomi Syariah. 
 
D. Manfaat Penelitian   
Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna 
khususnya bagi Ilmu Pengetahuan di bidang penelitian tersebut.  Adapun 
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 
     Manfaat Praktis 
1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan 
penulisan tentang Siatem Outsourcing  dalam Perusahaan outsourcing.  
 
      Manfaat Teoritis 
1. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur 
perpustakaan  dibidang  Hukum Ekonomi Syariah dalam sistem   
outsourcing.   
2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian–
penelitian sejenis dikemudian  hari. 
 
E. Sistematika 
     Dari hasil penelitian yang  dilakukan, tesis  disusun sebanyak  5 
(lima) bab diawali dengan bab 1 (satu)  pendahuluan. Pada bab ini dimuat 
tentang hal hal yang berkenaan dengan  latar belakang masalah, rumusan 
masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan Sitimatika 
pembahasan. 
Pada bab kedua tentang Sistem  outsourcing  berisi tentang kajian 
pustaka,kajian teoritis didalamnya mencakup tentang aturan sistem 
10 
 
 
outsourcing dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, dalam Peraturan Penteri 
Tenaga Kerja dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk 
didalamnya sejarah  dan pengertian outsourcing. 
Pada bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang berisi 
mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian  dan sumber data.Juga 
tentang teknik pengumpulan data dan analisis data. 
Pada bab empat berisi tentang Sistem outsourcing di PT. Insan Madani 
Banyumas dan PT Hetira Glehazz Banyumas. Pada bab ini dimuat pula 
tentang Sistem Outsourcing PT. Insan Madani Banyumas dan PT. Hetira 
Glehazz Banyumas dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 
Pada bab lima yang merupakan bab penutup memuat kesimpulan dari 
apa yang telah di elaborasi pada bab sebelumnya, juga berisi tentang saran-
saran yang layak dipertimbangkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam Tesis  ini dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1.     PT. Insan Madani Banyumas dan PT. Hetira Glehazz Banyumas  
menerapkan sistem Outsourcing, terdapat kesamaan dalam perijinan, 
perekrutan tenaga kerja, sistem pengupahan dan perlindungan tenaga 
kerja, namun  terdapat perbedaan aturan internal pengupahan.  
Pengupahan di PT Insan Madani Banyumas besarnya sesuai yang 
dibayarkan oleh Pengguna tenaga kerja sedangkan di PT. Hetira 
Glehazz Banyumas pembayaran dari pengguna tenaga kerja kepada 
penyedia tenaga kerja dengan sistem pemborongan termasuk barang 
dan jasa. 
2.    Secara Substantif  PT. Insan Madani Banyumas dan PT. Hetira 
Glehazz Banyumas telah menggunakan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum outsourcing yang mengatur 
tentang outsourcing. Secara Struktur pengupahan di  PT. Insan 
Madani Banyumas, besarnya upah sesuai yang dibayarkan oleh 
Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja  sedangkan di  PT. Hetira 
Glehazz Banyumas besarnya upah dari Perusahaan Pengguna Tenaga 
Kerja kepada Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja sistemnya berupa 
borongan termasuk barang dan jasa. Adanya sistem outsourcing, 
perusahaan  bebas mencari tenaga yang murah sehingga muncul 
budaya dengan pengeluaran yang sedikit untuk memperoleh 
keuntungan besar. 
        Sesuai Hukum Islam, bahwa penetapan upah di PT. Insan 
Madani Banyumas dan PT. Hetira Glehazz Banyumas telah 
memenuhi prinsip kesepakatan tentang besarnya upah di awal, sebab  
  
Hukum yang berlaku dalam masalah upah adalah keridhoan yang 
disepakati diawal perjanjian serta adanya  campur  tangan 
pemerintah sehingga tidak terlalu rendah, dan  mencukupi kehidupan 
pekerja. Meskipun besaran upah  juga harus melihat kemampuan 
pengusaha. 
Outsourcing dalam Hukum Islam difahami dalam hubungan kerja 
yang melibatkan sebuah perusahaan yang telah menyewa 
seorang/lebih buruh lalu menyewakan kembali buruh itu kepada 
perusahaan lain. Manfaat tenaga kerja yang telah dimiliki tidak 
dimanfaatkan sendiri, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain dengan 
akad ijârah. 
     
 
B. Saran 
     Untuk  lebih meningkatkan kesejahteraan kepada para pekerja 
outsourcing, menyarankan kepada pemerintah bahwa penetapan upah 
kaum buruh seharusnya ada campur tangan pemerintah / negara, tugas 
negara menurut Islam tidak hanya terbatas pada kewajiban  menjaga 
keamanan dalam negeri akan tetapi tugas tersebut harus menyeluruh 
yang bertujuan meniadakan kezaliman, menegakan keadilan dan 
menghindari permusuhan, sehingga akan menjamin keselamatan semua 
warga masyarakat dan terwujudnya prinsip saling tolong menolong ,  
melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi  untuk lebih tegas 
kepada perusahaan pengguna tenaga kerja dan penyedia tenaga kerja  
dalam hal standart pengupahan untuk disesuaikan dengan Upah 
Minimum Kabupaten.  
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